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PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR   48    TAHUN 2003

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 - 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

Menimbang : 
a.   bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sejalan dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun perencanaan strategis yang memuat kerangka dasar perencanaan pembangunan dan berfungsi sebagai perkiraan keadaan 5 (lima) tahun mendatang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi kriteria dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kota;

b. bahwa perencanaan strategis sebagaimana dimaksud huruf a diatas, merupakan kebutuhan nyata dalam upaya mengatasi persoalan yang dihadapi pada saat ini dan mengantisipasi perkembangan masa depan, berisikan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar Pemerintah Kota untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.

Mengingat :
1.  Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Inonesia  Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang –undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden .  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 70 );

8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Prabumulih  Tahun   2003    Nomor  41 );

9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja  Dinas Daerah Kota Prabumulih. (Lembaran Daerah Kota Prabumulih  Tahun 2003 Nomor   42 );

10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 Tahun  2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih. (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor  43 );

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG 



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA PRABUMULIH 



TAHUN 2003 – 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih

2. Pemerintah Kota  adalah Pemerintah Kota Prabumulih

3. Walikota adalah Walikota Prabumulih

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih

7. Sekretariat Daerah  adalah Sekretariat Daerah Kota Prabumulih

8. Dinas Daerah  adalah Dinas Daerah Kota Prabumulih

9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih yang terdiri dari Badan dan Kantor

10. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PROPEDA adalah Program Pembangunan Daerah Kota Prabumulih.

11. Rencana Strategis Kota Prabumulih yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana kegiatan yang didasarkan pada tingkat prioritas pembangunan dengan mengacu kepada Pola Dasar yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

12. Visi adalah gambaran sesuatu keadaan dimasa depan yang ingin diwujudkan untuk jangka waktu tertentu

13. Misi adalah langkah operasional untuk mewujudkan suatu misi

14. Strategis adalah cara bagaimana untuk mengimplementasikan misi ke dalam kegiatan sebagai alternatif yang dipilih untuk mencapai tujuan

15. Kebijakan adalah langkah taktis yang diambil atau ditempuh dalam menerapkan strategi menjadi dasar dalam pelaksanaan program

16. Program adalah pokok – pokok perencanaan yang akan dilaksanakan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

(1) Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Prabumulih Tahun 2003 – 2008 ini disusun sebagai kerangka dasar perencanaan pembangunan dan berfungsi sebagai perkiraan keadaan 5 (lima) tahun mendatang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi kriteria dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kota.

(2) Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Prabumulih Tahun 2003 – 2008 sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I
:  PENDAHULUAN

BAB II
:  LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

BAB III
:  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN CARA PENCAPAIANNYA

BAB IV
:  MATRIKS RENCANA STRATEGIS SEKTORAL

BAB V
:  PENUTUP

Pasal 3

Materi Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Prabumulih Tahun 2003 – 2008, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Prabumulih Tahun 2001 – 2005 menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Prabumulih Tahun 2003 – 2008 secara lebih rinci akan dituangkan pada rencana program dan kegiatan yang kemudian setiap tahunnya diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan sebagai landasan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

	Diundangkan di Prabumulih

pada tanggal  9 Februari  2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA

           PRABUMULIH,

      ABDUL LATIEF MENDIWO
	
	
	Ditetapkan di Prabumulih

pada tanggal 30 Desember     2003 

WALIKOTA PRABUMULIH,

    RACHMAN DJALILI


LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI E
